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ABSTRAK

Paradigma Baru Administrasi Publik, menyehabkan pola hubungan antara negara dengan
masyarakal, yvang lebih menckankan kepada kepentingan masyarakat. Akibalnya negara
dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih baik dan lebih
demokratis.  Pengukuran Akuntabilitas Poblik harus  berseiring  dengan perkembangan
paradigma dan peradaban masvarakat. Memaohami bohwa akuontahbilitas tidak sederhana:.
Pelayanan publik harus memperhatikan lebith dari sckedar pasar, harus juga hukum dan
konstitusi, nilai-nilai masyarakat, norma-norma politik, standar profesional. dan kepentingan
warga. Akuntabilitas publik hams dibangun berseiring dengan perkembangan masyarakat vang
i el tuir,

Berdasarkan hasil peneliian dan pemikiran teoretisisasinya, maka disarankan perlunya
mengatur pelayanan publik dengan svatu regulasi yang diundangkan dalam bentuk suatu
Peraturan Dacrah yang tanggap pada norma-norma lokal yang terpilih sebagaimana yang berlaku
dan herkembang dalam masyarakat setempat. Akuntabilitos Pelayanon Publik yang tercermin
dalam penctapan Standar Pelayanan Poblik yang tanggap Fl.Jl.‘l..J tuntutan daerah diharapkan
mampu menyelesaikan berbagai problem praktis yang mengatur prosedur, penetapan biaya,
wikiu dan mekanisme pengaduan dan penetapan fasilitas pelayanan.

Standar Pelayanon Publik yang disusun secara konstruktf dan lebih responsil, dengan
mengundang partisipasi masyarakal, dipandang perlu untuk diproses lebih lanjut, sehingga tidak
lagi berwujud penctapan normatif yang sentral, melainkan sudah berupa kontrok pelayanan
antara pemerintah dacrah dan masyarakat sctempat. Standar Pelayanan untuk kepentingan publik
seperti itu amal mendesak untok segera diwacanakan, dan disimpulkan sebagai acuan
pengulkuran Akuntabilitas Pelayanan, yang walaupun belum sampai pada tahap “sudah selesai
diperdakan” mungkin saja sudah dapat dipakai sebagai sumber hukum yang mateniil (materiele
rechisbron) dalam pengukuran akuntabilitan dan peneyelesaian-penyelesaian perkara pelayanan.
Model kontrak pelayanan secara teoretik dan konseptual mencerminkan adanya pengukuran
Akuntabilitas pelayanan yang tidak hanya responsif akan tetapi juga progresif doan demaokratik.

Kata Kunca : Demokrasi, Akanfabilitos Pelayonaon, Partivipasi, Standar dan Konfrok

Pelayvanan.

1. PENDAHULUAN



Sejak terjodi pergeseran studi administrosi Negara ke administrasi public, lingkup kajian
semakin luas, baitk menyangkot model birokrasi, neo-birokmsi, kelembagaon, hubungan
manusia, maupun model pilihan publik (pubfic choice model). Model pilihan publik
khususnya berkaitan dengan vpaya peningkatan akuntabilitas publik dalam memberikan
pelayanan vang berkualitos kepada masyarakal pengguna pelayanan public Dalarm membahas
pola akuntabilitas pelavanan publik pada saat sekarang ini, maka pembahasan ada dalam
koridor paradigma pelayanan bulik baru yang bersejalan dengan kehidupan masyarakat yang
kian demokratis The New Public Services Paradigm.

2. PEMBAHASAN

2.1. The New Public Services Paradign

Paradigma baru administrasi publik, menyebabkan pola hubungan antam negam

dengan masyarakat, yang lebih menekankan kepada kepentingan masyarakat. Akibatnya
negara dituntut untuk memberikan pelayanon kepada masyarakat dengan lebih haik dan
lebih demokratis. Pernahaman yang senada diberikan oleh Denhardt bahwa paradigma
baru  pelayanan  publik (New Public Services Paradigm) lebih  diarmhkan  pada
"democracy, prde and citizen”. Lebih lanjut dikatakan bahwa "Peblic servanits de not
delever customer service, they delever democracy”. Oleh sebab itu nila-nila demokrasi,
kewargancgaraan dan pelavanan untuk kepentingan publik harus dipandang sebagai
norma mendasar dalam penyelenggaran administrasi publik.
Perjalanan demokratisast yvang berlangsung di Indonesia membernkan pelajaran yang berharga
bugi pemenntah (hiroknei) doan warga negara (citizen). Wajoh dan scsok hirokrasi kini mengalami
perubahan dari hirokrasi yang kako berorientosi ke atas menujo ke aroh birokrosi yang lebih
demokratis, responsil, transparan, non partisan. Birokras: tidak dapat lagi menernpatkan din sehaga
sosoke imstitusl yang angkuh dan tak tersentuh oleh kritk dan pihak luar bimokmsi. Gelombang
reformmnast politik yvang terjadi tahun 1997 telah mampu menuntuhlkean tembok “keangkohan™ bimbkeas
dan melahirkan mesyarakat =ipil (ol seciery) yang koat. Tuntutan masvarakat akan perbaikan
kinerja birokrasi telah menjodi wocana publik di era reformast sckarang ini. [ samping itu,
sermnakin maraknya isu demokratisasi telah memperkuat posisi masyarakat sipil untuk menuntut
hak-hak mercka ketika berhubungan dengan hirokrasi. Dalam konteks demikian, birokrasi
perlu merevitalisasi dird untuk dapat menghasilkan pelayanan publik yong demokratis, efisien,
responsl, dan transparan.

Dalarm model mevw prflic senice, pelayanan publik berdandaskan pada teori demokmsi yang
mengajarkan adanya egaliter dan persamaan hak di antara warga negam, karena pada dasarnya
rakyat  idewos)  ituloh  yang  mervpakan  pemegang  kekuvasaon  tertinggi o (kratedn),
bertconsckuensi logis pada konsep bahwa sejok dalam statusnya yang di alam kodrat,
sampaipun ke statusnya sebagal warga negara, manusia-manusia itu memiliki hak-hak vang
karcna sifatnya yvang asasi tidak akan mungkin diambil-alih, diingkar danfatau dilanggar
(inalienable, inderogable, inviolable) oleh siopapun yang tengah berkuasa. Bahkan, para
penguasa itulah yang  harus  dipandang  sehagai  pejobal-pejobat yvang  memperoleh
kekuasnannya yang =oh karena mandat para warga negara melalui suatu kontrak publik, suato
perjanjian luhur bangsa yang scluruh substansi kontraktualnya akan diwuojudkan dalam



bentuk konstitusi'. Dalam model ind kepentingan publik dirumuskan sehagai hasil dialog darn
berbagal nila vang ada di dalam masyarakat. Kepentingan publik bukan dimmuskan oleh elite
poliik seperti yang terlern dalam aturan. Bimkrasi yang memberikan pelayanan publik haros
berangoung jawab kepada masyarakat secara keseluruhan., Peronan pemerintoh adalah melakokan
negosiosl dan menggali berbagai kepentingon dari warga negara dan berbagai kelompok
komunitas yang ada Dalarn model im, birckast publik bulkan sekedar hams akuntabel pada berbagai
aturan hukum, tetapi juga hams akuntabel pada nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, norma
politik yang berlaky, standar profesional, don kepentingan warga negara. Itulah serangkaion
konsep pelayanan publik yang ideal masa kini di er demokrmsi.”

Tabel 1.

Pergeseran Parodi gma Model Peloyanan Publik

Aspek

Old Public Adm.

Mew Public Adm.

Mew Public Service

Dasar Teoritis

Teori Politik

Teori Ekonomi

Teori Demokrasi

Komsep kepentingan
puhlik

Kepentngan puhblik
adalah sesuatu yang
didefimskan secara
politis dan vang
tercantum dalam aturan

Kepentingan publik
mewakili agregasi dan
kepentingan individu

Kepentingan publik adalah
hasil dari dialog tentang
berbagai nilai.

Fepada siapa
hirakras publik
hams bertangeung
jawah

1T lenis dan pemilih

Cislomers

Warganegam
{citizens )

Peranan pemenntah

Ronwing (pengavuh)

Steening (mengarahkan)

Meposizs dan mengelaborasi
berbagal kepentingan di
antarn warga negara dan
kelompok komunitas

Aluntahilitas

Menurut hirarki
ladmimstranf

Kehendak pasar yane
merupakan hasil
keinginan customers

Mult aspek: Akuntabel pada
hukum, nilal komunitas,
norma politik, standar
profesional, kepentingan
Warga negara

Surnber: Ihadopst dar Denhardt dan Denhardt, 20000 28-29,

Soclandyo Wignjoecebroio, “Demokrasi doen Hak-Hak Asasi Morisia'™, dalam makalabh vang disampaikan dalam

rangka Pelatihan HAMaoleh Puzat Studi FLAB Universitas Surabaya, Kamis, 30 Juni 2005,

g, it hal. 29-29.



Dasar teontis pelayanan publik yang ideal menurut paradigma New Public Senviice
sehagaimana didiskusikan di atas adalabh baohwa pelavanan publik haros responsils terthadap
berbagal kepentingan dan nilad yang ada. Tugas pemerintah adaloh melakokan negesiosi dan
mengelaborasi berbagal kepentingan di antara warga negara dan kelompok komunitas.
Ini mengandung makna bahwa karakter dan nilai yang terkandung dalam pelayanan publik
tersebut harus berisi preferensi nilai-nilai yang ada dalam masyamkat. Karena masyarakat
bersifat dinamis, maka karakter pelayanan publik juga harus selalu berubah mengiluti
perkembangan masyvarakat. Hukum administrasi negara bidang pelayanan publik seharusnya
diselenggaman seirama dengan tuntutan pelayanan publik yvang responsif tersebut.

M sarmping itu. pelayanan publik model baro harus bersifat nondeskriminatif
sehagaimana dasar teoritis yang digunakan, vakni teori demokmsi yang menjamin adanya
persamann di antara warga negarn, tanpa membeda-bedakan asal uwsul warga negara,
kesukuan, ras, etnik, agama, dan latar belakang kepartaian. Ini berarti setiap warga negara
diperlakukan sama ketika berhadapan dengan birokrasi publik untuk menerima pelayanan
sepanjang syarat-syaral yang dibutuhkan terpenuhi. Hubungan yang terjalin antara birokrat
publik dengan warga negara adalah hubungan impersonal schingea terhindar doan sifat
nepolismme dan primordialisme.

Kualitas pelayanan publik merupakan hasil interaksi dari berbagai aspek, vakni
sislem pelayanan, sumber daya manusia pernberi pelayanan, strategi. dan masyarakat
pengguna layanan. Sistem pelavanan publik vang baik akan menghasilkan kualitas
pelayanan publik yang baik pula. Suatu sistern yang baik akan memberikan prosedur
pelayanan vang terstandar dan memberikan mekanisme kontrol di dalam dirinya (baedle in
controf). Dengan demikian segala bentuk penyimpangan yang terjadi akan mudah
diketahui. Sistem pelavanan harus sesuni dengan kebutuhanmasyarakat penggunanya. Ini
berarti organisasi harus mampu merespons kebutuhan dan keinginan masyamakat pengguna
layanan dengan menyediakan sistem pelayanan dan strategi yang tepat.

Dalam kaitannya dengan surmnber dayva manusia (SDM), maka dibutuhkan koalitas
sumber dava manusia yang mampo memahami dan mengoperasikan sistem pelayanan
vang baik. Sebagal contoh, sistem pelavanan pajak vang sudah computerized memerlukan
sumber daya manusia yang memiliki kompetensi menjalankan teknologi komputer. I
samping itu, sumber daya manusia yang melaksanakan tugas pelayanan harus mampu
memaharni kebutuhan dan keinginan masyarakat pe ngguna layanan publik.

Sifat dan jenis masyarakal pengguna lavanan publik yang bervanasi membuotuhkan
strategi pelayanan yang berbeda dan ini harus diketahui oleh petugos pelayanan. Petugas
pelayanan perlu mengenal masyamkat pengguna layanan publik dengan baik schelum dia
memberikan pelayanan. [ dalam sistern perbankan akhir-akhir ini dikenal dengon strategi
Enow Your Customers (KYC),



Carmbar [
Segitiga Pelayanan Fublik Sumber: Albrecht and Fembe, 1990: 41.

Kualitag pelayanan publik yang diberikan oleh lembaga birokrasi penyvelenggara
layanan publik akon dipengaruhi oleh berboagai fakior, seperti tingkat kompetensi aparat,
kualitas peralatan yang digunakan untuk memproses jenis pelayanan, budaya birokrasi,
dan sehagainya. Kompetensi aparal birokrasi merupakan akumuolasi dari sejumlah sub
variabel seperti tingkat pendidikan, jumlsh tahun pengalaman kerja, variosi pelatihan
yang telah diterima. Sedangkan kualitas dan kuantitas peralatan yang digunakan akan
memengaruhi prosedur dan kecepatan ewfpat yang akan dihasilkan. Apabila organisasi
menggunakan teknologi modern, seperti komputer, maka metode dan prosedur kerja
akan berbeds dengan ketika orgonisasi mengeunakson carm kerja manoal. Dengan
mengadopsi teknologi modern, maka akan menghasilkan ewipat yang lebih banyak dan
berkualitas  dalam  waktu yvang reladf lebih  cepat. Budaya bimokmsi yang  bersifat
patemalisme yang masih mendominasi birokrasi di Indonesia telah melahirkan hubungan
atasan dengan bawahon seperti patron-clients. 5ifal hubungan tersebut mengandung makna
bahwa patron atan bapak memiliki kewajiban melindungi dan memenuhi kebutuhan clienis
atou anak. Sementara itu, ofienss atau anak berkewajiban loval dan menjaga nama baik
patronfbapak. Hubungan pedron-clients tersebul  membawa  konsckuenst  apabila  ada
kesalohan, maka mereka saling menutupi kesalahan tersebut.

22 AKUNTAEBILITAS PELAYANAN PUELIK

Fenomena yang lerjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah
menguainya tunfutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusal maupun
dacrah. Akuntabilitas dapat diartikan schagai bentuk kewajiban mempertanggung-jawabkan
keberhasilon atau kegapgalan pelaksanaon misi organisasi dalam mencapal tujuan dan sasaran
yang telah  ditetapkan  sebelumnya, melalui spatn media pertanggungjowaban  vang



dilaksanakan secara periodik®. Akuntahilitas adalah permberian informasi dan pengungkapan
(disclosere) atas  penyelenggarnan  pelayanan  publik kepada  fihak-fihak  vang
hn:rki:pi:nlingun"- lLembaga pemerintah di pusal dan daerah harus dapat menjadi subyek
pember informnasi dalam rangka pemenohan hak-hak publik, vaitu hak untuk tahu, hak untuk
mendapatkan informasi, hak untuk didengar aspimsinya dan hak untuk mendapatkan
pelayanan dan pemerintah pemegang mandatnya.
Demensi akuntabilitas publik meliputi akuntabilitas pelayanan publik, akuntabilitas hukum
dan kejujuran, akuntabilitas moanagerial. akuntabilitas program, akuntabilitas kehijakan dan
akuntahilitas finansial. Akuntabilitas pelayanan publik merupakan bagian terpenting dalam
menciptakan kridibilitas pemerintah. Tidak terpenuvhinya prinsip pertanggungjawaban dapat
menimbulkan implikasi yang luas. Jika masyvarakat menilai pemerintah tidak eecountable,
masyarakal  dapal  menuntut pergantian perneriniahan,  pergantion pejabat dan
schagainya. Bendahnya tngkat akuntabilitas juga meningkatkan resiko berinvestast dan
mengurangt kemampuan untuk berkopetisi serta melakukan  efisiensi. Dalam
penyelenggarnan pelayanan publik, akuntabilitas pelayanan publik harus memperhatikan
lebih dari sekedar pasar, harus juga hukum dan konstitosi, nilai-nilai masyarakat, norma-
norma politik, standar profesional, dan kepentingan warga. Akuntabilitas pelayanan publik
hams dibangun berseiring dengan perkembangan masyarakat vang meln cultur.” Dalam
perkermnbangan masyarakat yang  demokratis  dengan New  Pullic  Service  Paradigm,
akuntakilitas pelayanon publik harus dibangun berdasarkan prinsip-prinsip sebagai benkut -

l. Melayani warga, bukan pelanggan: kepentingan publik bukan agregasi kepentingan
individu, tetapi dialog tentang nilai bersoma; bukan hanya memenuhi  permintaan
konsumen, tetapi membangun  kepercayaan dan kolaborasi dengan warga negam.
Abkuntabilitas pelayanan  publik  dibangun  berdasar  nilai-nilai bersama  dengan
mernbangunan kepercayaan dan kolaborasi dengan masvarakat wargn negara.

2. Memenuvhi kebutuhan publik: administrator harus membangun permahaman bersama
tentang  kepentingan publik, menciptakan tanggungjawab dan kepentingan bersama.
Abkuntabilitas pelayanan publik dibangun dengan pemahaman nilai diatas.

3. Milai kewargancgaraan melebihi  kewirousahaan: Kepentingan publik  lebih  baik
dikembangkan oleh pelayan publik dan warga negara yang memiliki komtmien bersama
untuk membangun masyarakat yang lebih baik, ketimbang oleh manajer wirausaha vang
berbuat jikn vang publik ada padanya

4. Berfikir secara strategis. berbuat secamn demokratis: Kebijakan dan program untuk
mmenuhi kebutuhan publik dapat dicapal melalui usaha kolektl dan proses kolaboratill

5. Memahami  bahwa akuntabilites  dalam  penyelenggaraan  pelavanan  publik  tidak
sederhana: Pelayan publik harus memperhatikan lebih dan sekedar pasar, harus juga
hukurmn dan konstitusi, nilai-nilai masvarakal, norma-norma politik, satandar profesional,
dan kepentingan warga

. Melayani ketimbang menyetir: membantu warga dalam menganikuolasikan kepentingan
bersama, bukan mengendalikan dan mendekte warga

* Stanbury, W.T., 2003, Accouniability to Citizen in the Westminster Model of Government: More Myth Than
Reality, Fraser Institute Digital Publication, Canada.

* Schiave-Compo and Tomasi, DL, 1999, Managing govemnment Expendilure, Asia Development Bank. Manila.

* Larasati, Endang, Kenstruks Hiknm Pelayanan Pablik Lembagea Pemerintah D Indoresia, Program Dokter Tmu
Hukum, [niversitas Diponegom, Semarang, 2008, hal. 97,



7. Memahami bahwa akuntahilitas tidak sederhana: Pelayan publik hams memperhatikan
lehih dan sekedar pasar, harus juga hukom dan konstitusi, nilai-nilai masyarakat, norma-
nomna politik, satandar profesional, dan kepentingan warga

& Melayvani ketimbang menvetir: membantu warga dalam menganikulasikan kepentingan
bersama, bukan mengendalikan dan mendekte warga

9. Menilai manusia, bukan hanya produktivitas: Orgonisasi publik dan jaringan di mana
mereka berpartisipasi akan lebih berhasil pada jangka panjang jika dikembangkan melalui
proses kolaborasi dan kepemimpinan bersama (sfared feadership) vang didasarkan pada
penghormatan kepada seluruh rakyat.

Berdasar pada prinsip-prinsip yang terurai diatas, maka okuntabilitas penyelenggaroan

pelayanan publik dalam penelitian ini dibangun berdasarkan pada nilai-nilai yang hidup dan

bertkernbang dalam masyarakat.

Kebijakon pengaturan pelayanan publik. dikonsepkan sebagai sebuah “konstrukesi™
yang batasan definitifnya terikat pada dimensi dan waktu tatkala subjek-subjek berinteraksi
secara komunikatif untuk menghasilkan produk pemikiran yang sama. Artinya, kebijakan
adrministrasi negara dalam konteks pengaturan penyelenggaraan pelavanan publik tidak
akon difahami sehagai entitas normatif vang ohjektl sermata. tetapi dipahami sehagai
dependen variable dar suatu proses scsial politik yvang melibatkan sejumlah aktor individu
yang berpartisipasi dalam svatu proses. Dengan demikian, proses konstruksinya, tidak
dipahamni sekadar tehnik konstruksi kebijakan sebagai prosedur standar, tetapi difoshami
sehagai totalitas proses yong berada dalam keadaon saling berkail dengan variobel sosial,
kultur dan politik. Konstruksi keijakan administrasi negara yang mengatur pelayanan publik
dipahami schagai produk politik vang kamkternya antama lain ditentukan oleh dinamika
sosial yang berkaitan dengan hukom administrasi negara dan lebih khusus lagi berkenaan
dengan hukum administrasi negara yang mengatur pelayanan publik.

Mendasarkan pamadigma yong konstrwliivisme dengan logika constricting theory
yang rmulai juga dikenal dalam penelidan-penelitian sosial. Pendekatan fenomenologik
dilakukan dalam penclition ini, yang berarti bahwa apa vang terjodi dalam hubungan
interaksional antar-aktor di lapangan dalam roang partisipasi masyarakal akan memperoleh
Fokns perhatian yang utama.

Dalam kehidupan bernegara vang diorganisasi dalam bentuk republik, yvang mengisyaratkan

agar kesejohteraan (res) untuk khalayak ramai (pebiica) diwujodkan, negara berkewajiban

melayani setiap warga negara demi terpenuhinva kebutvhan yang  dirasakon warga

Kebijakan administrasi negara vang mengatur penyelenggaman pelayanan publik harus

senantiosa  dilakvukan pemerintah dalam  kedudukonnya  schagal pengemban  kekuoasaan

negarn, scsual dengan harapan dan tuntutan warga negam. Memperoleh jasa pelayanan
publik yang diselenggarokan pemerintoh harus dipandang sebagai hok warga yang sudah
scharusnya didasarkan pada norma-norma hukum yang mengaturnya secara jelas. Dalam
hubungan ini, demi terjaminnya penyediaan pelayanan publik sesual dengan asas-asas umum
pemerintahan yang baik, dan di lain pihak juga untuk memberikan perlindungan hak kepada

setiap warga negara dari kermungkinan pengingkaran atau penyalohgunaan wewenang di

dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik.  diperlukanlah  pengaturan hukum vang

mendukungnya .

* Baca: Rercargan Urdemg- Undang Republik Indonesie Temtang Pelayanan Publik (Jakarts: Kementerian
Pendayagunazan Aparatur Megara, Takaria, 2000)



Schubungan  dengan  kenyataan  itu, besar  keinginan  permerintah untuk  dapat
menyelenggamkankan  pengaturan  pelayanan publik yang  berkuoalitas dan  akuntabel.
Pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, pada
sanl ini sedang mempersiapkan sebuah Roncangan Undang-Undang Pelayanan Publik untuk
maksud tersebut. Sebuah undang-undang, sckalipun masih dalam bentuk mancangan (sepert
misalnya Rancangan Undang Undang Pelayanan Publik yang telah dischutkan itu, apahbila
dijelaskan menurut teor sosial, juga teon sosial yang diterapkan dalam kajian-kajian hukom
ax it v in sociery, sesungguhnya merupakaon sebuah konstrukesi.

Schagai bagian dari teon sosial, vang discbut rafional consiruct suatu konstruksi itu ialah
suatu konsep yang menyatakan adanya produk pemikiran subjekil seseorang atau sejumlah
manusia. demikian juga halnya dengan Rancangan Undang Undang Pelayanan Publik
tersebut di atas. Rencana Undong-Undong e dikatakan mempoakon produk atan hasil
pemikiran sejumlah elit perancang sebuah aturan hukum. Menurut teori, kalavpun sebuah
undang-undang atou sehuah rancangan undang-undang itu bisa dikatakan meropakan hasl
pemikiran sejumlah elit perancangnya, maka implementasinya dalam bentuk aturan-aturan
pada tingkat yang lehih rendah i juga meropakan scbush konstruksi. Sebuah konstroksi
yang disiapkan oleh subjek-subjck lain dalam svatn proses tersendicd, yang tidok selamanya
mengacu ataw mendeduoksl begitu saja dan aturan-aturan undang-undang vang berada pada
tingkat yang lehih tinggi.

Llraian berikut ini akan membahas realita yvang penulis peroleh dari penelitian lapangan di
tga dacrah penelidan, yang berfokus pada konstruksi kebijakan pelayanan publik aoleh
subjek-subjek yang bernda di tiga daerah terscbut, khusuvsnya yang berkaitan dengan
konstruksi hukum administmsi negara yang mengatur penyclenggaman pelayanan publik,
antara lain tentang penyelenggaraan Standar Pelayanan Fublik yang meliputi prosedur
pelayanan, bioya pelayanan, wakio pelayanan, penyedioan samna dan prasarana pelayoanan,
mekanisme  pengaduan dan segi-segi loin dalam proses  pangaturan  penyelenggaraan
pelayanan  publik Akuntahbilitas  penyelenggaraan  pelayanan publik  dilakukan  dengan
berdasar pada pengaturan tersehut diatas.

Konstruksi kebijakan seperti yang terlihat dalam penetapan dan penyelenggaman standar
pelayanan publik vang meliputi: penetapan presedur pelayanan, penetapan biava pelayanan,
penetapan waktu pelayanan, penetapan fasilitas dan mekanisme pengaduan serta sistem
informasi yang diselenoearakan. Konsiruksi kebijakan dan akuntabilitas dilakuokan melalm
interaksi antar subyek-subyek secarn komunikatil untuk menghasilkan produk pernikiran
yang sama, dalam pelibatan para fihak dalam ruong partisipasi masyarakal. Artinva,
kehijakan yang dikonstruksi adalah kehijakan, dalam konteks ini kebijakan penyelenggaraan
pelayanan publik, tidak akan difahami sebagai entitas nomatil yang objektil semata, tetap
dipahami sebagai dependen variable dari svaly proses sosial politik yang melibatkan
sejumlah aktor individo yang berpartisipasi dalam suvatu proses. Kehijakan, dalam hal ini
kehbijakan penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan dikonsepkan
schagai schbuoh “konstruksi” yang batasan definitifnya terikat pada dimensi dan walktu
tatkala subjek-subjek berinteraksi secara komunmbkail untuk menghasilkan produk pemikiman
Yang sama.

Berdasar pada analisa diatas didalam mengkonstruksi kehijakan dan akuntabilitas
pelayanan  publik, lehih  didasarkon  untuk  memenuhi haropan masyarakat.  Suatu
akuntabilitas, yang memungkinkan  terealisasinya Standar  Pelayanan  Publik,  dalam

" Malcolm Waters, Modern Sociologival Theory (London: Sage Publishing, 1994, hal. 5 dan 7.



kerangka kebijakan penvelenggaraan pelayanan publik, vang lebih responsil dan partisipatif
dan yang secara khusus lebih bersesum dengan kondisi yang berkembang dalam masyarakat
dacrah.

Diketahui juga lewal penelidan ini bahwa perubahan-perubahan sosial-kultural dan
politik telah terjadi di doeroh-daerah, vang berdampak pada terjadinya pergeseran yang
menuju ke terjadinya berbagai ragam respons, yvang dapat diduga akan lebih memenuhi
tututan dan kebutuhan masyarakal setempat. Pergeseran ini berseiring dengon pergeseran
paradigma ilmo administmasi publik yang mengarah ke paradigma baro yang disebot The
New Public Service Paradigm, wvang mensyaratkon terpenuhinya kriteria  partisipasi,
keadilan sosial, transparansi, kepastion dan keterjangkavan bagi dan oleh masyarakat vang
berhak atas pelayanan publik, maka akuntabilitas juga dilakukan dengan berdasarkan
kriteria tersebul. Bardasarkan penelitian yang dilakukan di tiga wilayah penelition diperoleh
Fakta akuntahilitas penyelenggaraan pelayanan publik dan Standar Pelayanan Publik vang
bervariasi sehubungan dengan kondisi sosial, budaya dan kebutuhan masyarakat di masing-
masing wilayah penelitian vang berbeda.

Konstruksi  akuntabilitas  penyelenggaraon  pelayanan puoblik  diselenggarakan
dengan pemberion mang partisipasi, yang dimaksudkan untuk mengokomodasi tuntutan
dernokrast yang berkembang dalam masyarakat. Dengan diaskomodasinya kepentingan dan
kebutuhan masyarakat dihamapkan akan terbangun komitmen bersama dalam kegiatan
penyelenggaraan pelayanan publik dalam masyamkat. Komitmen bersama dapat dibina
dengan  mengesampingkon  kepentingan  dan ego instansi-instansi kedinasan dalam
masyarakat. Konstruksi akuntabilitas penyelenggaman pelayanan publik yang dibangun
dengan komitmen bersama akan menghasilkan kebijakan dan aturan yang mencerminkan
moralitas kerjo-sama. Perilaku penyelenggara pelayanan publik dan masyarakal pengguna
pelavanan publik akan tunduk pada prinsip-prinsip dan kebijakan yang telah disepakati.

Sementara itu, mekanisme konstruksi akuntabilitas penyelenggaman pelayanan
publik yang demikian itu dapat diharapkan akan berjalan dalam suatu situasi saling kontmol
antara para penyelenggara dan warga masyarakal pengguna jasa pelayanan publik. Melalui
mekanisme konstruksi yang seperti ini akan tercipta pelayanan yang berkeadilan serta
mieningkatkan posisi warga., tidak saja sehagai pengguna pelayanan saja tetapi juga sebagai
pihak vang akan lebih berposisi tawar (fargain) yang lebih baik untuk mendapatkan jasa
pelayanan yang lebih pantas. Tanggung jawab bersama yang dikembangkan melalui mang
partisipasi masyarokat dengon model konstruksi akuntobilitas tersebut di ates juga dapat
diharapkan akan merangsang penyelenggara pelayanan publik untuk mengembangkan dan
memperluas kompetensi aparaturnya agar senantiosa dapat melaksanakan tugas pelayanan
dengan lehih baik. Model konstruksi akuntabilitas dengan penyedion mang  partisipasi
masvarakal dolam pengaturan dan penyelenggaraan pelayvanan publik, diharapkan akan
marmpu membert pembelajaran kepada masyvamkat untuk lebih bertanggung-jawab dalam
proses demokmsi yang sedang berjalan. Model konstruksi dengan mang partisipasi dalam
akuntahilitas  penyelenggaraan pelayanan  publik yang mengedepankan tanggung-jawah
bersarna, para pihak diharapkan senantia=a mengemban gkan pencarian alternatil secara positl
berkail sistem pengaturan, sistermn penvelenggaman, dan kewajiban berswasemboda untuk
tidak bergantung kepada pihak luar. Pemberian insentif seperi vang diselenggarakan dalam
pengaturan penyelenggaroan pelayanan publik di tiga lokasi penelitian kepada penyelenggam
dan pengguna pelayanan dapat dikernbangkan melalui forum pelibatan para pihak dalam
ruang parlisipasi masyarakat.
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Konstruks=i akuntabilitas penyelenggaraon pelayanan publik  yang melibatkan pam
pihak dengan tujuan terbinanya komitmen bersama dalam ruang partisipasi masyarakat,
ialah antama penyelenggara pelayanan dan warga masyarakat, akan mengantar para pihak ke
dalam proses akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih responsif.

Konstruksi akuntahilitas yvang dilakukan seperti terproses diatas, akan sesuni dengan
perkembangan paradigma pelavanan publik, dart yang normatif-positivistik ke vang
progresif-sosiologik, yang memungkinkan kebijakan-kebijokan yang lebih responsil untuk
membukakan kesempatan kepada sfakeholders untuk ikut langsung berparisipasi dalam
proses pembentukan hukum sebagai svatu rational construct in concreto. Akuntabilitas
penyelenggaroan  pelayanan publik dengan membukakon  ruang  guna  menyertakan
partisipasi masyarakat seperti tersehul merupakan dasar-dasar penerapan apa yang disebut
New Public Service Paradigm

3. PENUTUP

Berdasarkan  hasil  pencliian dan  pemikiran  teoretisisasinya, penclitian ini
menyarankan  perlunya mengkonstruksi  akuntabilitas pelayanon publik dengan suatu
regulosi yang tangzap pada nomna-norma lokal yang terpilih sebagaimana yang berlako dan
berkembang  dalam  masyarakat setempat. Model akuntabilitas pelayanan publik vang
tanggap pada tuntutan docrah seperti itu boleh dihamapkan akan mampu menyelesaikan
berbagai problem praktis yang mengatur prosedur, penctapan biaya, waktu dan mekanisme
pengaduan dan penctapan fasilitas pelayanan.

Muodel akuntabilitas pelayanan publik yang disusun secara konstruktf dan lehih
responsil, dengan mengundang partisipasi masyarakat seperti itu, dipandang perlu untuk
dipreses lebih lanjul, sehingga tidak lagi berwujud penctapan normatif yang sentral. Model
akuntabilitas yang terkonstruksi secam teoritik dan konseptual mencerninkon adanya pola
dan model akuntabilitas yang tidak hanya responsif akan tetapi juga progresif dan
demokratik..
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